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BAB1

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari
banyak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang beraneka ragam. Untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka manusia yang satu perlu untuk
berhubungan dengan manusia lain, serta melakukan berbagai usaha dan upaya
yakni hubungan Hukum. Hubungan Hukum yang banyak dilakukan orang adalah
dalam bidang Perekonomian, sebab hal ini perlu dilakukan demi kelangsungan
hidup diri dan keluarga. Di dalam bidang Perekonomian banyak ditemui beberapa
usaha, baik yang berstatus Badan Hukum ataupun Badan Hukum yang sama yang
bukan Badan Hukum, seperti Firma, CV, UD, PT, Koperasi, dan lain-lain.

Untuk lebih mengarah Penulis pada pokok bahasan Skripsi ini, maka
Penulis hanya akan menguraikan tentang Koperasi saja. Koperasi telah diyakini
sebagai sistem dan usaha yang dapat memajukan kesejahteraan pada masyarakat
Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan
menengah. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan Koperasi
di Indonesia tidak seperti di negara maju. Salah satu penyebabnya adalah
Koperasi belum mampu menjalankan peranannya dalam meningkatkan
kesejahteraan anggotanya. Untuk dapat mengembangkan Koperasi sebagai
gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan managerial dalam
mengelola Koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua tentang

peran, misi, dan tujuan dari Koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa Koperasi
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Hipotesa itu hanya sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat

dengan Hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada. Dari

uraian diatas yang menjadi Hipotesa Penulis adalah:

L.

Campur tangan Pemerintah di dalam hal pendirian Koperasi yaitu memberikan
bantuan modal yang berupa Modal Pinjaman, serta berkewajiban memberikan
bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan fasilitas Koperasi.

Jika dalam pendirian Koperasi kekurangan modal, maka Koperasi dapat
melakukan pinjaman, yaitu berupa Modal Pinjaman misalnya:

a) Pinjaman dari anggota.

b) Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya.

c) Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lain.

d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

e) Atau sumber-sumber pinjaman lain yang sah.

E. TUJUAN PENULISAN.

Dalam penulisan suatu Karya Ilmiah Penulis harus mengetahui apa

sebenarnya tujuan yang diinginkan dalam penulisan Skripsi yang akan dikerjakan.

Maka tujuan penulisan dari Penulis adalah:

L.

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pendirian Koperasi dilihat dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
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3. Untuk mengetahui kriteria seseorang yang berhak untuk menjadi anggota dari
suatu badan Koperasi dan mendapatkan modal awal dari suatu Koperasi.
4. Untuk mengetahui sejauh mana campur tangan Pemerintah di dalam hal

Pendirian dan Pengesahan Koperasi.

F. METODE PENULISAN.

Dalam penulisan suatu ‘karya ilmiah’ pada umumnya dan Skripsi pada
khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Studi Kepustakaan (Library Research).

2. Studi Kelapangan (Field Research).

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah
tergantung pada judul Skripsi yang bersangkutan. Mungkin metode yang dipakai
adalah Studi Kepustakaan (Library Research), mungkin juga Studi Kelapangan
(Field Research) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini Penulis memakai kedua metode pengumpulan
data tersebut, yakni:

1. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu studi yang dilakukan melalui
kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku tentang
Badan Hukum dan Perkoperasian, Perundang-Undangan, Internet, dan
majalah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk memperoleh
data-data yang diperlukan.

2. Studi Kelapangan (Field Research) yaitu agar mendapat data yang lebih

akurat pada Koperasi yang ditelusuri. Dalam hal ini, penulisan yang
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dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang diajukan kepada Pegawai

KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk memberi kemudahan dalam pemahaman penulisan ini, maka
dibuatlah sistematika yang akan memberikan uraian lebih lanjut. Sistematika
penulisan ini dibagi menjadi sub-sub bab dan setiap sub-sub bab tersebut
mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

Adapun yang menjadi sub-sub bab tersebut adalah:

BAB1 : PENDAHULUAN.
Bab ini berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan
Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan dan Manfaat
Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika
Penulisan.

BAB II : URAIAN UMUM TENTANG KOPERASI.
Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Koperasi, Sejarah
Koperasi, Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi, Fungsi, Peran,
dan Prinsip Koperasi.

BAB III : KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM.
Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Badan Hukum,
Syarat-syarat Suatu Badan Hukum, dan Prosedur Mendapatkan

Badan Hukum.
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kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam Koperasi tidak
ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.

3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-seorang dan bukan
perkumpulan modal. Sekalipun Koperasi adalah perkumpulan orang-
perorangan tetapi bukanlah perkumpulan orang-serorang yang berdasarkan
hobby atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya.
Jadi Koperasi bukan perkumpulan modal yang sebesar-besarnya seperti Firma,
Perusahaan Perseorangan, atau Perseroan Terbatas. Tetapi Koperasi adalah
perkumpulan orang-seorang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan
ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa Koperasi harus mengabdikan
diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan pada
kebendaan.

4. Koperasi juga dapat beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi. Badan
Hukum adalah suatu badan yang diperoleh melalui prosedur tertentu yang
secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa.
Badan Hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hutang piutang yang
terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya. Beberapa
Koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai Badan Hukum
menyatukan diri dalam Koperasi yang lebih besar. Koperasi-koperasi ini
mempunyai Pengurus dan badan pemeriksa serta Anggaran Dasar sendiri.
Karena jenis usahanya sama, maka untuk lebih memperkuat usaha dengan
membentuk usaha gabungan Koperasi. Gabungan atau penyatuan ini

menyebabkan skala Koperasi jadi lebih besar.
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5. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya
(kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang
disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota
dalam kegiata Koperasi serta hasil yang tercapai tergantung besar kecilnya
karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam
Koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap
saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan
kehancuran. Pengertian mengenai azas dan dasar Koperasi haruslah ditinjau
dan diselesaikan melalui azas kekeluargaan, menurut adat istiadat di
Indonesia, sehinga sesuai dengan tujuan negara.

6. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa
dalam kegiatannya, Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya
kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi
anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya.
Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan
usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para
anggotanya. Usaha ini disebut juga usaha atas kegiatan ekonomi. Kegiatan
ekonomi ini meliputi usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi barang-
barang dan usaha pemberian jasa antara lain usaha simpan pinjam, angkutan,

asuransi, dan perumahan.
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Sejalan dengan itu lalu muncul gerakan Koperasi, misalnya dengan
munculnya keputusan Raja tanggal 7 April 1915 berkaitan dengan peraturan
mengenai koperasi (Verorderning op de Cooperatieve Vereeniging) yang berlaku
baik bagi penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Namun demikian
karena peraturan itu merupakan terjemahan dari peraturan Koperasi di Belanda,
maka Koperasi seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan Cina.
Hal ini mengingat dalam pendirian Koperasi diisyaratkan beberapa hal yang tidak
bisa dipenuhi oleh penduduk pribumi yaitu Akte Pendirian harus dibuat dengan
peraturan Notaris yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit; biaya
materai sekurang-kurangnya 50 Gulden, dan hak atas tanah harus diatur menurut
aturan hukum Eropa.

Karena peraturan itu tidak berjalan dilakukan revisi (1927) sehingga tidak
terlalu menyulitkan penduduk pribumi untuk mendirikan Koperasi. Jawatan
(departemen) Koperasipun dibentuk (1930) dengan Prof. Julius H Boeke sebagai
kepalanya. Setelah itu perkembangan Koperasi mulai nampak bergairah,
meskipun akhirnya kembali mengalami surut. Dari 1700 Koperasi yang berdiri
hanya berjumlah 172 Koperasi saja yang mendapatkan pengakuan Pemerintah
sehingga pada akhimya kurang mendorong masyarakat untuk berkoperasi.
Hambatan bagi berkembangnya Koperasi antara lain juga karena ketidak tahuan
akan prinsip dasar Koperasi. Dalam Koperasi disebutkan bahwa toko-toko
Koperasi konsumsi harus menjual dengan harga yang murah. Strategi dagang ini

tidak diminati para anggota sehingga masyarakat lebih menyukai pendirian usaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taRE&?é'F%W@H@ﬁMFﬂM%m)23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taﬂ?@e@'FMVFF%MFﬂMF%id]23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan... 19

kekeluargaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 33, bangun usaha
yang cocok dengan ayat itu adalah Koperasi. Agar pengembangan Koperasi bisa
lebih sejalan dengan Pasal 33 akhirnya dilakukan reorganisasi dimana Jawatan
(departemen) yang mengurus Koperasi dipisahkan dari Jawatan Koperasi dan
Perdagangan Dalam Negeri. Urusan Koperasi sepenuhnya diserahkan pada
Jawatan Koperasi.

Pada masa awal kemerdekaan ini Koperasi demikian terdapat beberapa

yang membedakan dari Undang-Undang ini dengan peraturan sebelumnya yaitu :

1) Undang-Undang tentang Koperasi ini berpedoman pada semangat dan azas
gotong-royong.

2) Pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasehat saja
melainkan aktif membimbing rakyat untuk berkoperasi .

3) Pengertian mengenai azas dan dasar Koperasi yang berasal dari luar negeri
harus ditinjau dan disesuaikan dengan azas gotong royong Indonesia.

4) Koperasi tidak boleh merupakan konsentrasi modal dan kekuatan untuk
menguasai perekonomian rakyat.

Perkembangan Koperasi mengalami percepatan karena adanya kemudahan
bagi masyarakat untuk mendirikan Koperasi. Meskipun demikian perkembangan
mengembirakan itu kembali menyurut ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 yang cenderung menyeret Koperasi ke
arah politik. Pada masa itu semua gerakan termasuk Koperasi dipersyaratkan

untuk mencari payung politik pada suatu partai sehingga Koperasi pada akhirnya
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menjadi alat politik secara sempit. Bukan sebagai alat politik untuk meningkatkan
ekonomi bangsa melainkan kepentingan partai politik.
d. Zaman Orde Baru.

Pergantian kekuasaan dari Pemerintahan Sukarno ke Orde Baru diikuti
dengan langkah yang sistematis ke arah politik massa mengambang (floating
mass) dimana masyarakat harus steril dari hal-hal yang bersifat politik. Banting
setir dari politik ke non politik dalam perkembangan Koperasi ditandai dengan
diterbitkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Koperasi.
Perkembangan Koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru pada akhirnya
hampir identik dengan perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Sebelum KUD dibentuk tahun 1973 sebenarnya telah terdapat berbagai
macam Koperasi terutama yang menangani bidang usaha tertentu. Koperasi itu
pada umumnya tumbuh dari keinginan warga masyarakat setempat dalam
upayanya meningkatkan kesejahteraan. Berbagai Koperasi muncul seperti
Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan, Koperasi Unggas, Koperasi Konsumsi
dan Koperasi Desa.

Sejarah Koperasi di Indonesia berubah ketika upaya mengembangkan
politik dari rakyat diimplementasikan. Agar rakyat tidak terfokus pada persoalan
politik dan untuk memberi jaminan Pemerintah tidak banyak “diganggu” maka
tidak ada organisasi politik yang boleh berkiprah sampai ke tingkat desa (kecuali
Golkar). Konsep massa mengambang berpengaruh di dalam pengembangan
Koperasi dengan melakukan amalgamasi atau penggabungan beberapa Koperasi

primer yang ada di pedesaan menjadi sebuah Koperasi (KUD). Badan Usaha Unit
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a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berprikemanusiaan;
b. Mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha yang lebih adil;
¢. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainya;
d. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah;
e. Meningkatkan penghasilan angota-anggotanya;
f. Menyederhanakan dan mengefisisenkan sistem tata niaga dengan cara:
1) mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu;
2) melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan;
3) menghilangkan praktik-praktik tata niaga yang tidak benar.
g Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan;
h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara
kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan;
i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.
Sebagaimana halnya dengan fungsi Koperasi dalam bidang ekonomi
fungsi dalam bidang sosial juga sangat erat kaitanya dengan azas dan prinsip-
prinsip yang dianutnya dan fungsi sosial Koperasi pada dasarnya adalah saling
berkaitan dengan satu sama lain. Keduanya adalah ibarat dua sisi dari sekeping
uang sama. Fungsi Koperasi dalam bidang sosial ini dalam garis besarnya adalah
sebagai berikut:
a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik
dalam menyelesaikan masalah-masalah, maupun dalam membangun suatu

tahanan sosial masyarakat yang lebih baik;
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a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi sosialnya.
Potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya Koperasi pada umumnya
relatif kecil. Melalui Koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi kecil itu
dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga memungkinkan terbentuknya
sinergi. Sinergi adalah kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari
penggabungan potensi-potensi individual.

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia

masyarakat.
Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para
anggotanya, Koperasi juga diharapakan dapat memenuhi fungsinya sebagai
wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat pada umumnya.

c. Memperkokoh perckonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko-gurunya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berikut penjelasanya,
perekonomian nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
azas kekeluargaan. Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi,
yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran

orang-seorang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taﬂ?@e@@%@ﬂ’%%?ﬂ%ﬁ%@id]23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan... 29

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomiana nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluagaan dan demokrasi
ekonomi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia,
Koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian

nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

3. Prinsip Koperasi.

Prinsip Koperasi Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna
bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat
kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang menjadi anggota
Koperasi dapat mengundurkan diri dari Koperasi sesuai dengan syarat yang
ditentukan dalam Angaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa
dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk
apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokasi.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan

atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Para anggotanya itulah yang

memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi.
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Dalam pergaulan hukum, manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak
dan kewajiban, selain manusia ada lagi suatu subjek hukum lain yang pergaulan
hukum dapat melakukan tindakan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban
dan mempunyai harta kekayaan sendiri.

Ada kalanya manusia itu mempunyai kepentingan bersama
memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri,
menciptakan suatu organisasi dan memilih Pengurusnya yang akan mewakili para
anggotanya. Di mana untuk kepentingan ini untuk memasukkan dan
mengumpulkan berupa harta kekayaan, untuk itu para anggotanya menetapkan
peraturan-peraturan tingkah laku dalam hubunganya satu sama lain.

Tidaklah mungkin dalam tiap-tiap hal bersama-sama melakukan tindakan-
tindakan yang dianggap perlu dari kerja sama di antara para anggotanya. Untuk itu
para anggotanya bersama merupakan satu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan
yang mempunyai hak sendiri, terlepas dari kewajiban para anggotanya yang dapat
melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam dan di lvar hukum. Dengan
demikian pergaulan hidup menghendaki adanya subjek hukum yang dapat tampil
ke muka terlepas dari manusia dari para anggota kesatuan itu.

Pembagian hukum dilihat dari segi kepentingan yang dilindungi dan
pelaksananya, lazimnya hukum dapat dibagi menjadi hukum : Hukum Publik dan
Hukum Privat. Hukum Publik melindungi kepentingan-kepentingan umum,
sedangkan Hukum Privat melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan.

Karena hukum pada umumnya melindungi baik kepentingan umum maupun
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kepentingan. perseorangan, maka lebih tepat jika dikatakan bahwa Hukum Publik
itu melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan.

Berdasarkan pembagian di atas, maka Badan Hukum ini dapat
digolongkan dalam dua jenis,yaitu :

1. Badan Hukum Publik.

Sebelum diuraikan pengertian dari Badan Hukum Publik tersebut, maka
untuk itu harus mengetahui letak perbedaan dari kedua jenis Badan Hukum itu,
dan apa ukuran yang dapat membedakan jenis Badan Hukum tersebut.

Badan Hukum Publik, misalnya ; negara, propinsi, kabupaten, kecamatan,
dan lain sebagainya. Di mana badan-badan itu mengeluarkan perintah-perintah,
larangan-larangan artinya badan itu mengeluarkan peraturan-peraturan yang
mengikat kepada para warga negara dan penduduk yang bukan warga negara
Indonesia.

Sehingga konsekuensi dari hal tersebut, diatas orang-orang yang bukan
anggota yang berada didalam badan yang kebetulan bernama Republik Indonesia.
Mau tidak mau orang-orang asing itu terkecuali pejabat diplomatik dan konsul
harus tunduk pada peraturan itu bahkan ada kalanya dipidana jika melanggar
aturan-aturan itu (sesuai dengan pasal 2 KUHPidana).

Inilah yang dinamakan kekuasan sebagai penguasa dalam kaitannya
dengan Badan Hukum Publik. Jadi ajaran ini atau ukuran pertama menitik

beratkan kepada “wewenang”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taﬂ?@e@@%@ﬂ’%%?ﬂ%ﬁ%@id]23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]23/8/24



Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]23/8/24



39

Theresia Edlita Br Raja Guk Guk - Tinjauan Hukum Tentang Pendirian dan Pengesahan...

2. Telah dipenuhi syarat yang dimintakan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat ini dapat dilakukan dengan melihat peraturan hukum positif yang
diisyaratkan Undang-Undang bagi adanya Badan Hukum itu. Satu-satunya
peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai Badan Hukum ialah pada
Bab IX KUHPerdata, yaitu Pasal 1653 sampai Pasal 1665. Pasal-pasal tersebut
menyebutkan antara lain :

a. Adanya organ yang berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan,
b. Adanya perkumpulan yang dapat melakukan tindakan-tindakan perdata
seperti halnya dengan manusia,
¢. Mengikat pihak ketiga dengan sebaliknya,
d. Tidak terikatnya para anggota secara pribadi untuk perikatan-perikatan
perkumpulan dan ada tujuan yang tertentu.
3. Syarat-syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan Yurisprudensi.

Kebiasaan dan Yurisprudensi ini merupakan sumber hukum yang formal.
Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat Badan Hukum dalam Perundang-
Undangan dan Doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan
Yurisprudensi. Sebagai contohnya adalah Yayasan, di Indonesia sebelum adanya
Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Yayasan, maka hukum kebiasaan
dan Yurisprudensi yang telah memperkokoh Eksitensi Yayasan ,da.la‘m pergaulan

hukum, sebagai suatu Badan Hukum.
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